DAFTAR PUSTAKA

Al Hadhrami, Salim Bin Smeer. Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufti,
Surabaya: Mutiara [Imu, 1994.

Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet IIl, Jakarta: Pustaka
Amant, 1989.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian, Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2002.

Artikel Realita.co, pada Attp./realita.com.html, diakses pada 17 Oktober 2015.

Asmadi, Anzar. ‘“Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Yang Berlaku Di
Indonesia’, dalam http://anzar-asmadi.blogspot.com/2012/12/batas-usia-
dewasa-menurut-hukum-yang.html, diakses pada 27 Desember 2015.

Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, Y ogykarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003.

Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Perkawinan
dan Keluarga, Majalah Bulanan No.465, 2011.

, Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia, BP4 Provinsi Jawa Timur,
2012.

Bahtia, Wardi. Mefodologi llmu Dakwah, Jakarta: Logos, 2001.

Cholil, Ubaidillah “Pembatasan Usia Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Negara (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-

Usyumuni Tarate Pandian Sumenep)” Tesis—UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2014.

Departemen Agama RI, A/-Quran Terjemah Al-Hikmah, Bandung: Diponegoro,
2008.

, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam
dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), Jakarta, 1991.

Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat. Jakarta:
Sinar Grafika, 2012.

Endra Iswandi, “Kantor Urusan Agama (KUA)”, dalam
http://academia.edu.html, diakses pada 1 Januari 2016.

80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


http://realita.com.html/
http://anzar-asmadi.blogspot.com/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-yang.html
http://anzar-asmadi.blogspot.com/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-yang.html
http://academia.edu.html/

81

H,S., Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika,
2002.

Haq, Faruq Abdil “Analisis Yuridis Terhadap Dalil Hukum Hakim Tentang
Dispensasi  Nikah Bagi Duda dalam  Penetapan  Nomor:
0094/Pdt.P/2012/PA.BIJN” (Skripsi — IAIN Sunan Ampel, Surabaya,
2013).

Hasan, M. Igbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,
Jakarta: Gralia Indonesia, 2002.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan
Indonesia, Cet.1, Wacana Intelektual, 2009.

, Wacana Intelektual, 2009.

Idris al-Syafi’i, Al-Imam Abi Muhammad bin. A/-Umm, Juz 5, Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiah, tth.

Jahar, Asep Saepudin, Dkk. Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Cet.1, Jakarta:
Kencana, 2013.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Koto, Alaiddin. //mu Figh dan Ushul Figh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2004.

Kramer Sr, A.L.N. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diterjemahkan Sudjito Danu
Saputro, Jakarta, 1996.

Mujib, M. Abdul, Mabruri Tolhah, Syariah, Kamus Istilah Figh, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1994),

, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam,Cet-1, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
Mappiare, Andi. Psikologi OrangDewasa, Surabaya: Usaha Nasional.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2000.

Oktafiyah, Nur Fauziah “Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin:
Studi Kasus Atas Perkawinan Pada Register Nomor 317/20/X/2008 Di
Kua Panceng Kabupaten Gresik” Skripsi—IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



82

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan,
Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen
Agama RI, Jakarta, 2004.

Pengadilan Agama Mojokerto, Salinan Putusan/ Penetapan Nomor
0121/Pdt.P/2013/PA.Mr Tertanggal 26 Juni 2013.

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti
Perkawinan Negara Indonesia yang dilakukan di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Proyek Pembinaan Agama Islam Departeman Agama, /lmu Figh, jilid 11, Jakarta,
1985.

Ristianawati, Eka “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Dan Pertimbangan
Hakim Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Perkawinan: Studi Kasus
Putusan Nomor: 0225/Pdt.P/2012/Pa.Mr” Skripsi—IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2013.

Rumah Bangsa Foundation, “Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama’,
dalam http://rumahbangsa.net.html , diakses pada 1 Januari 2016.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-PRESS, Cet. III,
2008.

Syamsuddin, Operasional Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007.

Triwulan Tutik, Titik. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta:
Kencana, 2010.

Umar Said, Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: CV. Cempaka, 2000.
Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Web Resmi Pengadilan Agama Mojokerto, dalam http:/www.pa-
mojokerto.go.id, diakses pada 15 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


http://rumahbangsa.net.html/
http://www.pa-mojokerto.go.id/
http://www.pa-mojokerto.go.id/

